Menimbang :

Mengingat

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS

—

DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

bahwa  Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Bulungan sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bulungan;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan
dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bulungan.

Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga yang membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,Lembaga Lain,
Kecamatan dan Keluarahan Kabupaten Bulungan.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah
yang berbentuk Kantor dan Badan.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis
Daerah.

Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Inspektorat; dan
c. Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah;

b. Badan Lingkungan Hidup;

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana;

e. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal,

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

g. Rumah Sakit Daerah dr. Soemarno Sosroadmodjo;

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

j- Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
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(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA,
merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perencanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik
daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di
bidang perencanaan, pembangunan dan statistik daerah;

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang
ekonomi;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang
sosial budaya;

e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang
prasana wilayah;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian di bidang
penelitian dan pengembangan serta evaluasi perencanaan;

g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. pembinaan kelompok jabatan fungsional,

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawabhi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ekonomi, membawabhi :

1. Sub Bidang Pengembangan Pertanian dan Sumberdaya Alam;

2. Sub Bidang Pengembangan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.
d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang Kesra, Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Sub Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawabhi :

1. Sub Bidang Prasarana Ekonomi dan Sosial Budaya;

2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkuangan Hidup.
f. Bidang Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Kelompok Jabatan Fungsional;

7Q

h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

(1) Inspektorat merupakan wunsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah.
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